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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses pendaftaran kapal, yang penting untuk keselamatan
dan keamanan transportasi laut serta pelestarian lingkungan laut. Metode yang digunakan adalah
kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Data yang diperoleh dijelaskan dalam
paragraf yang mencakup pentingnya tanda kebangsaan kapal dan proses penggantian kapal
berbendera asing menjadi berbendera Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
penggantian bendera kapal melibatkan tahapan administrasi di luar negeri, pengajuan bukti kepada
pejabat RI, dan pendaftaran di Indonesia setelah kapal dicoret dari daftar kapal negara asal. Jika
ditemukan pelanggaran prosedur penggunaan awak kapal, perusahaan pelayaran harus ditindak tegas.

Kata Kunci: Penggantian bendera, kapal asing, kapal berbendera Indonesia.

ABSTRACT

This research explores the ship registration process, which is important for the safety and security of
maritime transportation and for preserving the marine environment. The method used is qualitative,
with data collection techniques in the form of interviews. The data obtained is explained in a paragraph
that covers the importance of the ship's national markings and the process of changing foreign-flagged
ships to Indonesian-flagged ones. The research results show that changing a ship's flag involves
administrative stages abroad, submitting evidence to Indonesian officials, and registration in Indonesia
after the ship is removed from the ship list of the country of origin. If a violation of procedures for using
ship crew is found, the shipping company must take firm action.
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Terdapat kapal yang berlayar dengan menggunakan lebih dari satu identitas atau satu
bendera. Kapal-kapal tersebut melakukan hal itu agar memperoleh kemudahan, karena kapal
tersebut bisa mendapat hak, menghindari kewajiban, atau menghindari penuntutan dengan
memakai atau membawa tanda kebangsaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal
165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 [1] yang menyatakan bahwa kapal yang
berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai identitas kebangsaan
suatu kapal dan kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia juga dilarang mengibarkan tanda
kebangsaan Indonesia. Pengibaran bendera kebangsaan mencerminkan kepatuhan terhadap
peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah pelayaran kapal tersebut. Negara Indonesia
memiliki kewajiban untuk melindungi setiap kapal yang berbendera Indonesia sesuai dengan
hukum yang berlaku. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus segera
mendaftarkan bendera kebangsaan Indonesia [2].

Brooks (2009) [3] menekankan pentingnya pendaftaran kapal untuk keselamatan dan
keamanan transportasi laut serta kontribusinya terhadap perlindungan dan pelestarian
lingkungan laut. Mekanisme utama untuk menentukan kewarganegaraan kapal dan mengatur
pelayaran adalah dengan mendaftarkan kapal tersebut di suatu negara. Kapal yang terdaftar
menghubungkan kapal dengan negara tersebut, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki
kewajiban untuk melindungi kapal tersebut dalam hukum internasional.

Prinsip inti dalam hukum publik internasional adalah kebebasan laut lepas, seperti
tercantum dalam Pasal 87 UNCLOS 1982 [4]. Hukum internasional memberikan kerangka
kerja untuk pengaturan pelayaran untuk menyeimbangkan kebebasan ini dengan kebutuhan
untuk menghindari kekacauan dan penyalahgunaan. Pasal 91 UNCLOS 1982 [4] menyatakan
bahwa setiap negara harus menetapkan syarat pemberian kewarganegaraan kepada kapal,
pendaftaran kapal di wilayahnya, dan hak untuk mengibarkan benderanya. Selain itu, negara
harus secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kendali administratif, teknis, serta sosial atas
kapal yang mengibarkan benderanya (Pasal 94 UNCLOS 1982 [4]).

Pasal 91(1) UNCLOS 1982 [4] mengakui hak setiap negara untuk menetapkan syarat
pemberian kewarganegaraan dan hak untuk mengibarkan benderanya. Pasal tersebut juga
menyatakan bahwa harus ada hubungan yang tulus antara negara dan kapal. Persyaratan
"genuine link" dalam UNCLOS bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas negara bendera
berdasarkan Pasal 94 UNCLOS secara efektif. Setiap negara menetapkan peraturan sendiri
mengenai pendaftaran kapal. Beberapa negara hanya mendaftarkan kapal yang memiliki
hubungan dengan negara tersebut melalui kepemilikan atau awak kapal (pendaftaran tertutup).
Negara-negara lain mengizinkan kapal yang dimiliki atau dikendalikan asing untuk
menggunakan bendera mereka melalui registrasi terbuka. Sementara itu, beberapa negara
memilih untuk tidak mengizinkan penggunaan bendera mereka untuk perdagangan
internasional.

IMO berfokus pada pendekatan strategis untuk memastikan bahwa negara-negara
bendera memiliki yurisdiksi dan kontrol memadai atas pemilik kapal dan kapal yang
mengibarkan benderanya sesuai dengan Pasal 94 UNCLOS 1982 [4] karena semakin meluasnya
penggunaan registrasi terbuka. Pendaftaran palsu dan praktik ilegal lainnya terkait dengan
pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan administrasi maritim nasional.
Pendaftaran palsu ini dilakukan melalui berbagai kombinasi taktik yang mungkin terjadi ketika
pendaftaran resmi tidak bisa dilakukan. Hal ini terjadi ketika kapal yang sebelumnya berhak
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mengibarkan bendera suatu negara tetap mengibarkan bendera tersebut setelah kapal tersebut
didaftarkan ke negara lain [5].

Bendera maritim adalah bendera yang digunakan pada kapal laut dan perahu lainnya
untuk menandakan kebangsaan kapal tersebut [6]. Penggunaan bendera ini diatur secara ketat
dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di laut. Kapal yang mengibarkan bendera
negara tertentu berada di bawah yurisdiksi negara tersebut dan harus mematuhi hukum
internasional serta maritim yang berlaku [7]. Negara-negara bertanggung jawab atas kapal yang
mengibarkan benderanya, memastikan kapal-kapal tersebut memenuhi standar internasional
melalui survei dan sertifikasi yang diatur oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [4], negara-negara bendera diwajibkan untuk
menjamin keselamatan di laut dan menegakkan peraturan terkait konstruksi, desain, peralatan,
dan pengawakan kapal.

Clyde & Co [8] menyatakan bahwa "bendera kebangsaan" merujuk pada pendaftaran
kapal di negara bagian yang berbeda dengan negara pemilik kapal. Kapal yang terdaftar di
bawah bendera kenyamanan seringkali dapat mengurangi biaya operasional atau menghindari
pembatasan dari negara pemiliknya. Sebuah kapal beroperasi sesuai dengan hukum negara
benderanya, sehingga pemilik kapal sering kali mendaftar dengan bendera lain untuk
mendapatkan kontrol yang lebih sedikit, biaya administrasi yang lebih rendah, dan pelabuhan
yang lebih ramah [9].

Namun, banyak negara dengan pendaftaran terbuka menghadapi kritik karena memiliki
peraturan di bawah standar [10]. Banyak pemilik kapal diperbolehkan tetap anonim secara
hukum dalam sistem pendaftaran terbuka, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan menuntut
proses hukum. Lebih lanjut, beberapa kapal berbendera aktif terlibat dalam aktivitas kriminal,
kondisi kerja di bawah standar, insiden polusi, atau penangkapan ikan ilegal [11]. Oleh karena
itu, kapal yang membawa bendera tersebut mungkin menjadi sasaran penegakan hukum khusus
ketika negara lain mengundang mereka ke salah satu pelabuhan negara tuan rumah [12].

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif yuridis empiris, yang menggunakan
bahan-bahan hukum untuk menganalisis suatu permasalahan [13]. Pendekatan ini bertujuan
untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi isu-isu yang telah dirumuskan, dengan cara
mengintegrasikan bahan hukum baik sekunder maupun tersier. Teknik pemilihan sampel yang
digunakan adalah cluster sampling, peneliti mengelompokkan sampel berdasarkan kebutuhan
spesifik penelitian ini [14].

Sumber data yang digunakan mencakup segala sesuatu yang dapat memberikan informasi
relevan. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data: data primer yang berasal dari
dokumen dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan menekankan pemahaman terhadap masalah yang ada serta kondisi realitas.
Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan komprehensif
mengenai permasalahan yang diteliti, melalui interpretasi yang mendalam terhadap data yang
telah dikumpulkan [15].
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Proses penggantian bendera kapal asing menjadi bendera Indonesia dimulai dengan
pengajuan surat permohonan sebelum pergantian bendera. Pemilik kapal harus mengajukan
permohonan ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan melampirkan dokumen
persyaratan di SIMKAPEL. Terdapat 17 dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan.
Setelah semua dokumen lengkap, dokumen-dokumen tersebut akan diproses melalui aplikasi
SIMKAPEL.

Hambatan utama dalam proses ini adalah validasi dokumen kapal dengan negara asal
bendera sebelumnya. Beberapa negara tidak merespons email, sehingga menyulitkan untuk
memastikan apakah kapal tersebut telah terdaftar di negara asal atau belum. Seringkali, kapal-
kapal dari negara asal hanya melakukan pendaftaran sementara di negara lain. Untuk
menangani hambatan ini, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal akan
menunda proses penggantian bendera sampai mendapatkan balasan dari pihak pemohon. Jika
tidak ada balasan, permohonan akan dibatalkan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah
penerbitan sertifikat asal yang dapat menyebabkan kapal tidak laik laut dan berpotensi
menimbulkan kecelakaan.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa proses penggantian bendera kapal asing ke
bendera Indonesia telah diatur dengan jelas melalui sistem SIMKAPEL. Sistem ini dirancang
untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan dipenuhi sebelum permohonan
diproses. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi proses
administrasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi [16].

Validasi dokumen kapal dengan negara asal merupakan tahap yang krusial namun sering
menghadapi tantangan. Menurut [17], komunikasi lintas negara dalam konteks maritim sering
terhambat oleh perbedaan regulasi dan respons yang lambat dari pihak terkait. Hal ini
diperburuk dengan kebijakan beberapa negara yang hanya melakukan pendaftaran sementara
untuk kapal-kapal tertentu.

Pengawasan ketat dalam proses penggantian bendera sangat penting untuk mencegah
penerbitan sertifikat asal bagi kapal yang tidak laik laut. Menurut Mukundan [18], peningkatan
pengawasan dapat mengurangi risiko kecelakaan maritim. Selain itu, kebijakan tegas dalam
membatalkan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan juga merupakan langkah preventif
yang efektif.

Kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mempercepat proses ini dan
meminimalisir hambatan dalam validasi dokumen. Sebuah studi oleh Guet, dkk. [19]
menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam bidang maritim untuk memastikan
kepatuhan terhadap regulasi internasional dan meningkatkan keselamatan di laut. Sistem
SIMKAPEL telah membantu memperlancar proses administrasi penggantian bendera. Namun,
ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam integrasi dengan sistem internasional untuk validasi
dokumen kapal. Menurut penelitian oleh Sturgeon [20], integrasi sistem digital antar negara
dapat mengurangi waktu proses dan meningkatkan akurasi data.

Staf di Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran, dan Kebangsaan Kapal memerlukan
pelatihan lebih lanjut untuk mengelola aplikasi SIMKAPEL dan menangani komunikasi
internasional. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat mengidentifikasi
dan menangani hambatan yang mungkin muncul selama proses penggantian bendera [21].
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya implementasi peraturan yang lebih ketat
terkait pengawasan dan validasi dokumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kapal-
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kapal yang beroperasi di bawah bendera Indonesia memenuhi standar keselamatan
internasional [22].

Salah satu solusi untuk menangani kapal-kapal dengan pendaftaran sementara adalah
melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara asal kapal. Perjanjian ini dapat mencakup
prosedur standar untuk validasi dokumen dan penegakan hukum maritim [16]. Proses
penggantian bendera yang efisien dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri
maritim global. Menurut Donner, dkk. [23], negara-negara dengan proses administrasi maritim
yang efisien cenderung menarik lebih banyak investasi di sektor maritim.

Proses penggantian bendera kapal asing ke bendera Indonesia melibatkan beberapa
tahapan penting yang harus dipenuhi oleh pemilik kapal. Hambatan utama yang dihadapi adalah
validasi dokumen dengan negara asal kapal. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan
kerjasama internasional dan pengawasan yang ketat. Dengan perbaikan sistem dan pelatihan
staf, proses ini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan aman [24].

KESIMPULAN

Proses penggantian bendera kapal asing menjadi bendera Indonesia melibatkan berbagai
tahapan administrasi yang ketat. Pertama, pemilik kapal asing harus mengajukan permohonan
penggantian bendera ke Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dalam
permohonan tersebut, mereka harus melampirkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan kepada
Pejabat Kantor Perwakilan RI dan tembusan kepada pemilik kapal atau Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal dari Direktur Jenderal. Proses ini memastikan bahwa seluruh persyaratan
administratif dipenuhi sebelum kapal dapat diizinkan mengibarkan bendera Indonesia.

Setelah pengajuan permohonan, tahap berikutnya adalah pendaftaran atau registrasi kapal
di Indonesia. Proses ini hanya dapat dilakukan setelah diyakini bahwa kapal tersebut telah
dicoret dari daftar kapal negara asalnya. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kapal
tersebut tidak terdaftar ganda dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Selama
proses ini, pejabat yang berwenang akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen
dan status kapal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Jika selama proses penggantian bendera ditemukan pelanggaran, seperti penggunaan
awak kapal yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah, perusahaan
pelayaran tersebut harus ditindak tegas. Tindakan ini penting untuk menjaga integritas proses
registrasi dan keselamatan operasional kapal di bawah bendera Indonesia. Kepatuhan terhadap
prosedur yang telah ditetapkan memastikan bahwa semua kapal yang beroperasi di bawah
bendera Indonesia memenuhi standar keselamatan dan operasional yang tinggi, sehingga
menghindari potensi risiko kecelakaan atau masalah hukum di kemudian hari.
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